
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR lb TAHUN 2018

TENTANG
ffi SEBAGIA}I T TENAI{GAN D[ BIDAT{G

PEnIZINAN DAN NON PERIZINAN XEPADA I(EPAI.A DINAS PENAI{AMAN MODAL

DAT{ PEIAYAITAI{ TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KEPUI.,AUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas

Pendelegasian Sebagian Kewenagan di bidang

Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan

ketentuan Pasal 11 Ayat (41 Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2OL4 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

3 tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan

bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan

Pelayanan Non Perizinan, sehingga Peraturan Bupati

Kepulauan Aru Nomor L4 Tahun Tahun 2At6
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di

- Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan ?erpadu Kabupaten

Kepulauan Aru sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Kepulauan Arrr Nomor 7O Tahun

b.



v Mengingat

2.

1.

2016 tentang 
. 
Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kepulauan Aru Nomor t4 Tahun Tahun 2A16

tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Kepulauan Aru, sudah tidak sesuai dan perlu

diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kepulauan Arrr.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O03 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagran Barat,

Kabupaten Seram Bagran Timur, Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang:Undang Nornor 1O Tatrun 2@9 tentang

Kepariwisataan (I€mbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2W Nomor 11, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9661;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
"tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

3-

4.

5.



(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

3 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

SEBAGI.AN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUJ 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

v disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.

5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan

pertanggungiawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

6. Penzinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

3 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

SEBAGI.AN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.J 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya

v disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru.

5. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan

pertanggungiawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk

penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

6. Penzinaurt adalah segala bentuk persetujuan ya.ng dikeluarkan oleh Pemerintah

dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalalr- segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2
Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan ?erpadu satu pintu dengan jenis perayanan, yaitu :

a. pelayananperizinan;

b. pelayanan non perizinan; dan
c. pelayanan pengaduan.

BAB Itr

PEIAYAT{AN PERIZINAN DAT.I NON PERZINAN

Pasal 3

v, Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

c. Izin Trayek ;

d. Izin Restoran;

e. Izin Hiburan;

f. Izin Pemasangan Reklame;

g. Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

h. Izin Usaha Tempat Pasar Grosirdan / atau Pertokoan;

i. Izin Kepelabuhanan;

j. Izin Hotel;

.J k. Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

1. Izin Usaha Ind.ustri (IUI);

m. Izin Perpanjang Trayek;

n. Izin Toko Obat;

o. Izin Apotik;

p. Izin Praktek Bidan;

q. Izin Pementasan Hiburan/Keramaian/Tontonan/Undian dan sejenisnya;

r. Izin Penyelenggaraan Optikal; dan

s. Izin Tempat Rekreasi dan Olahraga;

t. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

u. Izin Saion Kecantikan.

v. Izin Penimbunan Bahdn Bakar Minyak/SPBU/SPBN/APMS;

w. Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak;

x. SIPI (Suratlzin Penangkapan Ikan);

y. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut lkan);



z. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan);

aa. SIKPI-SN (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Sentral Nelayan); dan

bb. SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat).

Pasal 4

Felayanan Non Perizinan sebagaimana rrirnaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

a. Rekomendasi DePot Air Minum;

b. Tanda Daftar Pemsahaan EDB
c. Tanda Daftar Industri EDI);

d. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (IDPR);

e. Tanda Daftar Gudang (TDG);

f. Kartu Tanda Pencari KerjalAK 1 (KartuKuning); dan

\_, g. Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah/Gedung.

Pasal 5

pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi

Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

Pasal 6

(1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

pasal 4, Bupati dapat mend.elegasikan kewenangan danlatau tugas lain kepada

\--., Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam

pasal g, meliputi Penerimaan, Proses Perizinan, Penandatanganan Surat

Keputusan tentang Perizinan.

(3) penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak

Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama

Bupati KePulauan Aru.

Pasal 7

(1! Itr'mohnan *"t** trsirtm &r urghr ffi[u dm/*su ncrUanpat

pentins ffiHh dahqfg'rgrlrynt pcrmdum dffii Brryldi fcpmm Aru-

(21 Ptr5zinar- sebagaimana dimrlrqd mda syat (f) mtana lnin :

a. pendirian Pusat ptrtetaqiaq lblo llodera,lnn wjt:nim5m;

b. pendirian Hotcl dan sienisuYa;



z. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan);

aa. SIKPI-SN (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Sentral Nelayan); dan

bb. SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Muat).

Pasal 4

Felayanan Non Ferizinan sebagaimana rrirnaksud dalam ksal 2 hurtf b, meliputi :

a. Rekomendasi DePot Air Minum;

b. Tanda Daftar Pemsalraan EDB
c. Tanda Daftar Industri [fDIh
d. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (IDPR);

e. Tanda Daftar Gudang (TDG);

f. Kartu Tanda Pencari Kerja/AK 1 (KartuKuning); dan

\_-, g. Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah/Gedung.

Pasal 5

pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi

Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.

Pasa] 6

(1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan danlatau tugas lain kepada

\_, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3, meliputi Penerimaan, Proses Perizinan, Penandatanganan Surat

Keputusan tentang Perizinan.

(B) penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak

Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah dilakukan oleh Kepala

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama

Bupati KePulauan Aru.

Pasal 7

(l! 116gohman *"r"* LFgi.r,E'r ffit utehl ffir dm/etrrr UrAampat

pentins ffiHh dahrilu 'ncrr.lsFt pcr,m{um dmi hrydi fcprlmm Aru-

(21 P".,jtrinan sebagaiEana dimal"qrd mde f,yat (r| mtara lein :

a. pendirian Rrsat ptrtelaqinaq lblo llodcr,a rlnn r!:nisnya;

b. pendirian Hotel dan scjenisrtya;



c. pendirian Rumah Sakit;

d. pendirian TowerlMenara Telekomunikasi dan sejenisnya;

e. pendirian Media Reklame Konstruksi Besar;

f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;

g. pendirian usaha industri skala besar; dan

h. pendirian Bangunan Gedung/Gudang dan Perumahan dengan luas di atas 1

(satu) hektar.

B) erizinan seba8aimana rtirnaksud dalarn Pasaf 3 Srang belum diattrr secara

khustrs dergan Feraturan Bupati ini, tetap diberikan izjn sesuai ketentrran dan

Feraturan kmndang-Undangan yang berlaku-

Fasal 8

Pendelegasian kewenangan di bidang Pelayanan Non Perizinan ssfagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, meliputi penerimaan permohonan, memproses dan saran

tindak.

BAB IV

KOORDINASI DAN PEI,APORAN

Pasal 9

Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

melakukan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah yang terkait dengan

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

l, Pasal 1O

I(Epala Kspala Dinas koanaman Uodal rlan kla5ranan Terpadu Satrr Pintu wajib

mclaporftan peUreanaaa penyelengaraan pelimpahan sebagian wcmenang Bupati di

bidang Pelayanan Ferizinan dan Non perlzinan setidakrya setiap 3 (ti84 bulan sekali

kepada Bupati melalui Sekretaris Daeratr.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang tirnbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan bupati ini maka sehingga Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor t4 Tahun Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian

Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peratrrran Bupati Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun Tahun 2Ot6 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap or€Lng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 211 t\^El a0tD

IATI KEPULAUAN ARU, I

G;':iorAN 
GONGA


